SALINAN

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
hurul a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 70
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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ovinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang
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DPerubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi

Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah

Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828},

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

)
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
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dengan Undar g_[_]ndqng Nomor Q Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik
adonesia Tahun 1068 Nomor 34, Tambahan

1 Nnaeonest 1ivld1i iNUi11iUi Ciiiciii

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pembenan dan Pemaniadtan

ra Re
a

gar
Tahun 2010 Nomor 1 19 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Da erah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Naerah. sebasaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

= i e g e B s PRSI .
Tahun 2006 tentang  rcaomai Pengelolaan
Keuangar Daoerat (Berita Negara Republik

Indonesm Tahun 201 1 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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Nomor 2026 \sebagaiman telah diubah dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
a a 2018
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Bengkulu (Lembaran Daerah Prov1n81 Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

G o WP o I's LIS » ISR, g, NSSE | SEPTRSSN | m_ 1 NN 1
pacrarn riovil 51 DCIIgKulu INOITIOr £ lauil Zuill
tentang Pajak Daerah Provinsi Be wkulu(Lembaran

MEMUTUSKAN:
PERA
PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJA
KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH

DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020.

URAN GURBERNUR TENTANG  PENETAPAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

g s s WW g o

emerintah  Daerah

O
it
3
3
)
[y
o)
Q.
)
2l
)
o il o}

X

Provinsi Bengkulu

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Provinsi Bengkulu.

6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkuiu.
ajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
<

.-J

ah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

8. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah
dikurangi Insentif Pemungutan.
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BAB II
Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah  Kabupaten /Kota ditetapkan

sebagai berikut:
a.70 % (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah
Daerah Provinsi; dat

o

1
b. 30 % (Tiga puluh persen) untuk Pemeri

Kabupaten/Kota.
Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyak 30 % (tiga puluh

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b dibagi antara Pemerintah Kabupaten /Kota dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.30 % (tiga puluh persen) dibagi rata per
Kabupaten/Kota;dan

b.70 % (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan
potensi jumlah Kendaraan Bermotor

Kabupaten/Kota.
Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil PKB sebagaimana
dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak

ternicahkan dari Peraturan Gubernur int

PO PPASTA s Ans LA &Rl NI Ta iiar saax.

(1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar
setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi
penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke
Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah
dikurangi insentif pemungutan pajak.

(2) Apabila hasil penerimaan PKB pada Tahun
Anggaran berjalan melampaui target yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angoaran yang hersanclkutan, maka
ersang

ahun Anggaran yang angkutan, maka

bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada
Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Pembayaran Dana Bagi Hasil PKB untuk
Kabupaten /Kota dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil PKB.
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Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila
terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan
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sebelumnya maka dlperh1tungkan pada tr1wu1an
berikutnya.

Pagal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

B e T n Dl sen #7732 2 Ml s ez A s
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penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
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H. ROHIDIN MERSYAH

Dom}-“n T nrmo Miida

z blliul.\.l(k LoLilich Lviiasaca

"ANIP. 19681%211993031002

http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor
Tanggal

6 Tahun 2020
23 April 2020

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020

ol KaBUPATEN/KOTA |SEPesar 30% dibagi rata Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Juﬁ:&?ﬁﬁﬁ?
per Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota |
1 2 3 4 5 6 7=4+6
1 |KOTA BENGKULU 30% : 10| 3%| 156.332 Unit 428.172 Unit X 70% =|25,56% 28,56%
2 |REJANG LEBONG 30% : 10| 3%| 42.155 Unit 428.172 Unit X 70% =| 6,89% 9,89%
3 |BENGKULU SELATAN 30% : 10| 3%| 36.009 Unit 428.172 Unit X 70% =| 5,89% 8,89%
4 |BENGKULU UTARA 30% : 10{ 3%| 53.190 Unit 428.172 Unit X 70% =| 8,70% 11,70%
5 |LEBONG 30% : 10| 3%| 14.239 Unit 428.172 Unit X 70% =| 2,33% 5,33%
6 |KAUR 30% : 10| 3%| 16.353 Unit 428.172 Unit X 70% =| 2,67% 5,67%
7 |KEPAHIANG 30% : 10| 3%| 24.893 Unit 428.172 Unit X 70% =| 4,07% 7,07%
8 |MUKO-MUKO 30% : 10| 3%| 31.024 Unit 428.172 Unit X 70% =| 5,07% 8,07%
9 |SELUMA 30% : 10| 3%| 33.913 Unit 428.172 Unit X 70% =| 5,54% 8,54%
10 |BENGKULU TENGAH 30% : 10| 3%| 20.064 Unit 428.172 Unit X 70% =| 3,28% 6,28%

JUMLAH 30%| 428.172 Unit 70,00% 100,00%

GUBERNUR BENGKULU,

Saﬁman)sesum dengan aslinya
/- KEPADA'BIRO HUKUM

ASASI MANUSIA,

ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH
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